
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SUL,{WESI SEI.ATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PERJAI.A,NAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DDWAN PER\UAKIIAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas
da.lam negeri yang dilaksanakan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, perlu
mengatur ketentuan mengenai Perjalanal Dinas
Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwalilan Ralryat Daerah,
Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturajr Bupati
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo3 Nomor 27, Tambahan ljmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentong
Pemeriksaan Pengelolaan dan Talggung Jawab
Keuangan Negara (t€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 NoEor 66, Tambahan
l€mbaran Negiara Republik Indonesia Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5459);
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tenta,rg
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewaa Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerai, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (L€mbaran Nega.ra
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {I€mbarar Nega,ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Taiun 201.1 (Lembararr Negara Republik Indonesia
Talun 2014 Nomor 246, Tambahan l€mba-ran
Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangarr
Pimpinan dan Anggota Dewan Penralilan Ralg,at
Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir deflgan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2OO7 (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan I-€mbararl Negara Republik Indonesia
Nomor 4712l;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {I-€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l40,
Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaa,n dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 165,
Tambaian trmbaran Negaja Republik lndonesia
Nomor 4593);

11. Peratura,n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka,Ii
tera,khir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20l 1;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 13 / PMK.O5/20 12 tentang Perialanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Taiun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengetolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(If mba-ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
20Oq Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 (l,embaran Daerah l(abupaten Luwu,_
Timur Tahun 20l4 Nomor 12, Tambaian Lembaranq'41
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Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor I I Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 1 1);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL I]UPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMIIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima_ksud dengan:
1. Perlalanan Dinas dalam negeri ]'ang selanjutnya disebut peialanan

Dinas adalah pefalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayai Republik Indonesia untuk kcpentingan negara.

2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu

Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang

telah memenuhi syarat yarg ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
pemndang undaagar.

7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melalsalakan tugas pemerintahan dan pembangunan
yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan
kebutuhan daJl kemampuan organisasi.

8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Pellalanan Dinas melewati batas Kota
dan/atau dalarn Kota dad tempat kedudukan kc tempat yang dituju,
melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri .

9. Surat Perintah Pedalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri,Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.

10. Pelaksana SPPD adalah Pejabat NegaJa, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

1 1. I-umpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

13. Tempat Kedudukan adalah tokasi kantor/satuan kerja'

14. Tempat Tujuan adatah tempat/Kota yang menjadi tujuan Pedalanan
Dinas

tu
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BAB II
SURAT TUGAS

Pasal 2
(1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan

oleh pejabat yarlg berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang,
setelai mendapat persetujuan prinsip.

(2) Persetujuan prinsip scbagaimana dima-ksud pada ayat (1) sebagai
berikut;
a, perjalanan dinas keluar wilaval Kabupaten Luwu Timur, untuk

pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh
Bupati;

b. perjalalan dinas keluar &'ilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat eselon Ill,eselon IV, staf dan PtI dilakukan dengan
persetujuan prinsip secara tertulis dari Sekretaris Daerah atau
pejabat lain yang diberi wewenarg;dan

c. pedalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dilal<ukan
dengan persetujuan prinsip Kepala SKPD dan/atau pejabat satu
tingkat diatasnya bagi stafyang dipimpinnya.

(3) Surat Tugas sebagaimara dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau

pejabat lain yang diberi wewenang.
b. bagi pejabat eselon lll, eselon W,staf dan P'IT, Surat Tugas

ditandatangan oleh Kepala SKPD masing-masing.
(4) Surat Tugas sebagaimara dimaksud pada ayat (3) menjadi dasa_r

penerbitan SPPD.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3
(i) Biaya perjalanan dinas sebagaimara dimaksud dalam pasal 1 ayat {1)

terdiri dari:
a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapa,n;
d. uang representasi;dan/atau
e. sewa kendaraal dalam Kota.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari:
a. uang makan;
b. uang transpor lokat; dan
c. uang saku.

(3) Uang.harian sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a diberikan
sesuai jumlal hari yang tercantum dalam 

"uirt trg." yang dibayarkan
seca.ra lumpsum dengan satuan biaya sebagaimaria tlrcitum Oatam
ll-pilrl., ya-ng merupakan baaian tidak t..pt""t t"" j-i peraturan
Rupati ini.

(.+) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaiberikut:
a. untuk perialanan dinas luar daerai dalam provinsi, biaya transporbus dibayarkan sesuai biaya riil dengan u.rir:r"' uirir'".t^g"rrr"".tercantum dalam lampiran V.A vang merupakari 

'fr"*.i 
,ia^f.terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

b. apabila.bukti biaya dil transpor sebagaimana dimaksud Dada huruf a,,"u(ritK ursa drperoleh maka dilruatkan dafrar pengeluaran rliiYl
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sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. untuk perja.lanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya
transpor bus sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberikan
tambahan I (satu) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil
dengan besa-ran biaya maksimal sebagaimana tercantum da-lam
Iarnpiran v.B yang merupaka,n bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan tsupati ini; dan

d. apabila bukti biaya riil ta-xi sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil
sebagaimana tercantum dalam lampiran X, dan hanya dibayarkan
maksimal 50% dari besaran biaya taxi sebagaimana tercantum da.lam
lampiran V.B yang mempakan bag:an tidak teryisahkan dari
Peratu.zu] Bupati ini.

e. retribusi yang dipungut di bandara keberargkatar dan kepulangarr
dibaya-rkan sesuai biaya riil;

{5) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah
Lua.r Provinsi, pelaksana SPPD juga dapat menggunakan transpor
udara di Sorowato.

(6) Penggunaan transpor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ha,rus
memperoleh izin te(ulis dari Bupati atau pejabat lain yang diberi
kewenangan.

(7) Biaya Peda.tanan Dinas yang menggunakan transpor udara dibayarkan
sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat
melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standal biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran lX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupal<an biaya y'ang diperlukan untuk menginap:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

(9) Biaya Peialanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel
seb?gaimana dima.ksud pada ayat {8) hurul a AiUavartari sesuai biayariil berdasarkan bukti sai, namun dapat dipanjarkan maksimal 75%
(tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat meiaksanatan pe!.alanan
Dinas dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalamlampirar II.A dan lampiran II.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(10) Bagr pelaksana SPPD luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luarprovinsi yang al<an menginap di hotel te;lebih dalulu harus meminta
surat keterangan yang menlata_kan bahwa Mess pemerintai Kabupaten
Luwu Timur penuh;

(11) Dalam hal Pelaksana SppD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), -berlaku ketentuan sebagaiberikut:
a. pelaksana SppD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dad tarif hotet cli Kota icmpat fuiuan sebagaimnnadalam lampirar II.A dan lampiral lf.A yang'mirup'af.an -Uaglan 

tlaalterpisahkan dad peraturan Bupati ini;
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkansecara lumpsum.

(l2l Bagi Pll+sana SPPD varg menginap di Mess pemerintahI-*i,, ri-rr rrrrv, l"iiri..t""gg"ngiawabkan ;,;; ffi.ffii::3:t#7





taril yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan seb€sa-r 307"
(tiga puluh persenl.

(13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurul c
diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam
Surat Tugas yang dibayarkan dengan biaya dil sesuai standa-r biaya
sebagaimana dalam lampiran ll.A dan iampiran ll,B yang merupakan
bagian tidal terpisahkan dari Peratursn Bupati ini.

(14) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya
diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris
Dacrah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon ll selama melal<ukan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkar
secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
lampiran VII yang merupakan bagisi tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(15) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk
keperluarr pela-ksanaan tugas di tempat tujuan.

(16) Sewa kenda.raan sebagaimaura dimaksud pada ayat i15) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
yang dibaya.rkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam
lampiran VI yang merupakan baglan tidak teryisahkan da-ri Peraturan
Bupati ini.

(17) Biaya Peia.lanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur da.lam
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibaya-rkan paling larna 3 (tiga) ha-ri
dan di luar wilayai Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5
(lima) hari kecuali ditentukan lain setelrh mendapat persetujuan da,ri
pejabat yang berwenang,

{18} Perialanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten
Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil pergi pulang paling lama 1

(satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenalg dan
diberikan uang ha-rian sebagajmana tercantum dalam lampiran I.B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(i9) Pe{aianan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (i8) yang
dilaksanakan lebih da.ri 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan yallg
dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum
dalam lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisaikan dal-i
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BIAYA PER"IALANAN DINAS DAI-AM KABUPATEN

Pasal 4
(1) Perjatanan Dinas datam wilayah Kabupaten Luwu Timur paling sedikit 5

(limal kilometer dari batas kota diberikan uang harian dan biaya
transpor kendaraan umum bagi yang tidak menggunakan kendaraan
dinas.

(21

(3)

Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan seca.ra lumpsum dengan besaran sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran I.C yang merupalal bagian tidak
terpisahkan da,ri Peratura-n Bupati ini.
Biaya transpor kendaraar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan sesuai standar sebagaimana yang tercantum pada larnpiran
V.C dan dibuatkan da-fta-r pengeluara! riil sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisalkan dari
Peraturan Bupati ini.
Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur paling lama 1

(satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
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(5) I0rusus perialanan Dinas dalajr-r -wilayai Keciimatar bagl SKPDKecamalan termasuk puskesmas. a", -,,s.t.r"i.-rlig-L.4"."t 
a..iibukota Kecamatan atau tempat Oet<er;a pating'Jeaiii,,srffil.f kilomererdiberikan biaya perialsr"n bi""". a.irg;;!&i"i}i{,I,,".u^gri*-"tercantum dalam lamniran \n yaig _.rrpuf."# - 

Ugian tidaklerpisahkan dari perat uran Bupati ini.
BAB V

PENGGUNAAN KENDARAAN
Bagian Kesatu

Kendaraan Dinas
Pasal 5

(l) Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD,
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, pejabat bselon ti Eselon III
Pimpinan SKPD, Eselon llt yang menggunakan kendaraan dinas roda 4
{empat), dan/atau Eselon III, Eselon IV dan Staf yang menggunakan
kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan biaya BBM.

(2) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan bia-va BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju (pergi-pulang) didalam dan diluar
wilayah Kabupaten l,uwu Timur sebagaimana tercantum dalam
lampirar IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

{3) Standar biaya BBM untuk KendaJaan Roda 4 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas
kendaraan sebagai berikut:
a. kendaraan roda 4 sampai dengan 1.500 CC, 1 Liter jarak tempuh 8

{delaparl) I(m;
b. kendaraan roda 4 sampai dengan 1.800 CC, 1 Liter jarak tempuh 7

{tujuh) Km;
c. kenda.raan roda 4 sampai dengan 2.0OO CC, 1 Liter ja-rak tempuh 6

(enam| Km;
d. kendaraan roda 4 sampai dengan 3.2oo Cc, 1 Liter ja-rak tempuh 5

(lima) hirn; dan
e. Kenda.raan Roda 4 atau lebih atau berkapasitas lebih dari 3.200 CC,

I Liter jarak tempuh 4 (empat) Km.
(4) Khusus penggunaan kendaraan dinas di Mess Pemerintall Kabupaten

Luwu Timur yang berada diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur
diberikan bia]'a BBM sesuai standa-r scbagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dan dibayarkan sesua.i biaya riil.

(5) Standar biava BBM untuk Kenda-raan Roda 2 besarannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Transpor Air

Pasal 6
(1) Perjalaral Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang harus

ditempuh mela.lui laut, sungai atau danau diberikan tambalan biaya
transpor air yaflg dibaya.rkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya
sebagaimana tercantum dalam lampirarl V.C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pe{alanan Dinas sebagaimana dimatsud pada ayat (1) hanya berla-ku
untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak,
sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesa.k tetap menggunatan
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:lT:t"l!Ti air. sesuai jadwal dan tarif penyeberangan reguler pada
oaeraJl setempat.

BAB L1
BIAYA PERJALANAN DINAS PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 7
(1) 

lega-yai Tidal< Tetap yar:rg melakukan perjatanan Dinas diberikan biayaPerialanan Dinas sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.
(2) Besa-ran biava Perjalanan Dinas pegawai kontrak lainnya disamal<aa

dengan Pegawai Tida_k Tetap.
(3) Khusus Pegawar Tidal< TetaplTenaga Konrak Lainnva yang ditugaskan

sebagai Sopir di Mess Pemerintai Kabupaten Luwu Timur yang berada
diluar wilayah l(abupaten Luwu Timur diberikan biaya perialanan
Dinas dengan besaran sama dengan uang harian eerjalanan Oinas
dalam daerah bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Lainnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran I.C yang merupakan bagiarl
tidak terpisahkan dari Peraturar Bupati ini.

BAB V
BIAYA PERJAI,ANAN DINAS MENGIKUTI KEGIATAN SEMtNAR, WORKSHOP,

BIMTEK, LOKAKARYA DAN SEJENISIIYA
Pasal 8

(l) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek,
lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya
pelaksanaan agar dilakukan secara selektif dan tidak diberikan biaya
penginapan sesuai jumlat) hari pelalsanaan;

{2) Perj. anan Dinas yang dapat diikuti scbagaimara dimaksud pada ayat
(1) adalah yarg dilal<sanal<an oleh Instimsi Pemerintah atau kmbaga
Non Pemerintah yarlg bekeqa sama dan/atau direkomendasikar oleh
Departemen terkait.

(3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat i1) diberi:
a. uang harian dan biaya penginapan sesuai standar biaya perja.lanan

dinas luar daerah dalam provinsi dan/atau luar daerah luar
provinsi sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dirnaksud pada ayat {1);dan/atau

b. uang harial diklat menurut jumlah hari pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat i1) yang besararnya sesuai
standar yang tercantum dalam lampiran LD dan LE yang
merupakan bagian tida-k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal I
(1) Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku untuk:

a. perjalartart dinas ke luar negeri:
b- peialanan pindai;
c. biaya pemulargan Pegawai Negeri yang pensiun; darr
d. peialanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja NegaE (APBN).

(2) Ketentuan biaya Pe{alanan Dinas ke luar negeri mengacu pada
Peraturan Mentcri Iieuangan.

(3) Bagr Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukar
Periala,nan Dinas tetap dalam wilayah jabatannya diatur tersendiri
dengar Keputusarr BuOati. Q4

8



Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 10 Tahun 2013 tentang tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil dai Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
Nomor 17) dicabut dan dinyata-l€n tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkaa pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalaa Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur. 

E
'TEMPTI 

PNRAF'(OORDiTIASI
DlrlAl PENBIP.I Ai:I, ii:li6€IOLAAI KE uAl{GAH

0a aEgET Dr.tPAn XAg, tuwu Mui
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Februari 2015

TELAH DIPERIXSA BUP LUWU TIMUR,

AND1 HA'I"TA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3

SEKDA

ASISTEN ] +
h}(ADIS

XABIO h
XASUBAG I KASI

ftf,*-Yr

9





LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAX TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LT'WU TIMUR

I. A. UANG HARIAN BIAYA PERJAIANAN DINAS LUAR DAERA}I LUAR PROVINSI
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I. B. UANG HARTAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
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I. C. UANG HARIAN BIAYA PERJAIANAN DINAS DALAM DAERAH
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I. D. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
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I. E. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
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L"AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LIJWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2OI5
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI.
WAKIL BT]PATI. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KA.E}UPATEN LUWU TIMUR

A BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI (dibayarkan
dai dipertanggungiawabkan sesuai tiaya riil dalam jabatan)
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B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dibavarkan darr dipertanglaungiawabkafl sesuai biaya riil dalam jabatan)
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I,AMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LLIWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, IVAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

FASILITAS TRANSPOR BAGI PET,AKSANA SPPD
(biaya riil)

2
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i
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I.AMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
.I'ONTANG

PEzuAI"ANAN DINAS DAI,AM NEGERI BAGI BUPATI.
II'AXIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOIA DD$',!I-
PERWAI{I-AN RAT'(AT DAERAT{, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERII,TTAH
KABUPATEN LTJWU TIMUR

TAI] OL J ARAK t{I I,OM ET E R DAN J U M LAH PEMAK,\IAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (biaya riil)
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A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biava riil)

Lq.MPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PER.IALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPAII,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DA.ERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TRTAP DI LINGKUNGAN
PEMERIMAH KAE}UPATEN LIJWU TIMUR
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B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI (biaya
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C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DAI-AM KABUPATEN

$TEMPEt PARAF XOORDINASI
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DlllAs PENDAPiTA(, fEllcELctaall i(r4A GAH

BATI ASSE? DlERAll KA8. I irftu 111'llJ'x

Pi.

SEKDA

BUPtLUWU TIMUR,

T F LAt{ DIPERIKSA

\KADIS

KABID
q

I

KASUBAG / KASI

lsrsreN I

/t-,

ANDI HATTA M
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Ld\MPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERIALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGIBUPATI, WAKIL BUPATI. PIMPINAN DANANCGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEOERI DAN PECAWAI
TIDAK TETAP DI LINCKUNGAN PEMEzuNTAH
KABUPA?EN LUWU TIMUR

^Yl-{gsE-p!EIENrASr 
BUpArr, wAKrL BUpArr, prMprNAN DPRD,

SEKRETARTS DAERAH, ANGGoTA DpRD DAN piuaser nseloN rr

STEfiTPiT PARAF KOONOINASI

DIIIAS PENDAF,l'I Ii, PTNOELOLAA}I KEUAI{Ci..,

OAH A$9E ? Dt€RAX I(AB. IUWU TIMUiI

/.-

BUPATI LUWU TIMUR,

\o UFAIA,I{ SAIUAN

1UAR DAERA}I
DA:.AM PROIINSI

DA]V LUAR
PRO1JISSI

DAi;i,i
TAEUPATEN

t1l ,21 (3) t1i t:l

2 100 000

:5 000 i

C};

OIl

.::!;;i,

200 @o

150 0t)03

D+aii, -*a;d Buparl dan Pi,l+lnal] DPRI

Seketaris Daerah / Eselon II a

A*ota DPRD dafl Pejabar e selon IIlb

ARAI:TELAH OIPIRI(SA

$ESDA

ASISTEN

t{Aoi5

KASID

KASUBAG / KASI

23
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ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN VXI

[8mf] T^"#,!fi ]ILrwu' M u R

a'ffi#*ffi*ilffi
BIAYA PER.]ALANAN DINAS DAI"AM IVILAYAH SETIAP KECAMATAN

STEMPET PARAF KOORDII{ASI
DIN!9 PENDAPATA$rr pEflGEtOLAAN KEUAftcAtr

OAI{ ASSET DTERAH XA8. LUWU TIMUiI

TELAi] OIPERIl(SA pati rF
SEKDA L

11S 
':r 

I[ N !
KAOIS

c
KASUBAG / KASI

ru

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

NO URAIAN LUMPSUM /
HARI

1

2

3

I

Sekcam / Kepala
Puskesmas / Kepala
Sekolah

(asi / Kasubag

Staf / PTI / Sta-f
Puskesmas

Camat

40.ooo

24
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L,AMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LLMU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PER,'ALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NECERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMEzuNTAH
KABUPATEN LI'WU TIMUR

STANDAR BIAYA MINIMAL TIKET PESAWAT PERJAIANAN DINAS DALAM
DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

(dibayarkan dafl dipertanggungiawabkan sesuai biaya riil)

(da1al:l rupiahi

NO TUJUAN BI,C.YA TIKET

JoHraLarta da.1) Ja\ria Te'tgal!

Swatar-a da Baii

\TT dagl ITB

PaIu Ctr lGidsi

1.250.OOO

1.500.ooo

750.OOO

6 Manado dar1 Goroatalo

Arahon, Termre dan qila:i6h Aratron 1alDys

Jayapura da.fr wllalall Papua lainq-a

$ila:iah Kali,rrante

Medan datr wilal'ah Sumatera Utara lai]:ry-a

Padsg- Riau- Ba1am alan ulat a}t Suoatera Bdat lailD],a

Pale3b&E de Filalah Sumatera Selat& 1aiffl'a

Daetah Isti@eFa Aceh

Sororato - Makassar

1.300.ooo

1.250.tOO

s

, 850.OOO

2.700.ooo

2.700.ooo

t2

13 3.000.ooo

74

STEMPET PARAF I(OORDINASI

Dlll!8 PEllDlPn1, ii, eEt{GELotAAl'l KEUANGAI,,

0A 4gSET EiiEPrll r&8. LUY{U t'wIUR

BUPATI LUWU TIMUR,

9t

iTE I r'1H 0!P[llKSA
SEKO,{

I

XADIS l
KAAID q

KASIJBAG / KASI ,,^.

ANDI HATTA M.
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I

I

f--

I

I

L
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I





L.AMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PER.IALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANCGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PECAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KOP SKPD

2. Jumtah uang tersebut pada angka 1 benar-benar diketuarkan untuk
pelaksanaan peialanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari
ierdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan

kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah'
o.rnl-ti-* p.-v"tar" ini kami buat dengan sebenamya' untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya'

Mengetahui/ Menyetujui: " " '' tanggal brrlan tahun - '
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pelaksana SPPD ql

Pengguna Anggalan

DAFTAR PENGELUARAN RIII,

Yang bertanda tangan di bawa-h ini;
Nama :

Jabatan :

Berdasa-rkan Surat Perintah Pelalanan Dinas (SPPD) talggal ............Nomor
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor Pelaksana SPPD di bawah ini yarg tidak dapat
di lehbukti-bukti utr:

Jumlah

NIP.

NIP.

BUPATI LUWU TIMUR'

SIEI{!EEI' UAttGAN

DIHAs ?ENDI T{U8

,r$58T$

.]UMLAHNO URAIAN

SEi(TA

A5KR
"!II

I

KASU 8A6 I KASI

ANDI HATTA M
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